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MOTTO

Filipi 4:6-7

“ Janganlah hendaknya kamu kuatir tentang apapun juga, tetapi

nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan

permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah, yang

melampaui segala akal, akan memelihara hati dan pikiranmu dalam

Kristus Yesus.”
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ABSTRAK

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) merupakan perwujudan peran negara dalam
mengelola sektor-sektor strategis guna mendukung pembangunan ekonomi nasional
dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat sebagaimana diamanatkan dalam
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam struktur
organisasi BUMN, Dewan Komisaris memiliki fungsi penting dalam melakukan
pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi agar pengelolaan perusahaan
berjalan sesuai dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Namun, dalam
praktiknya masih ditemukan fenomena rangkap jabatan Wakil Menteri yang
menduduki jabatan sebagai Dewan Komisaris BUMN, yang menimbulkan
persoalan hukum dan berpotensi menciptakan konflik kepentingan. Permasalahan
yang dibahas dalam penelitian ini meliputi bagaimana pengaturan hukum di
Indonesia terkait larangan rangkap jabatan Wakil Menteri pada jabatan komisaris
BUMN serta bagaimana implikasi rangkap jabatan tersebut terhadap penerapan
prinsip Good Corporate Governance. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis
kepastian hukum atas larangan rangkap jabatan Wakil Menteri sebagai komisaris
BUMN serta mengkaji dampak rangkap jabatan tersebut terhadap prinsip
akuntabilitas, kemandirian, dan pertanggungjawaban dalam tata kelola BUMN.
Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan
pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, melalui
pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan, putusan Mahkamah
Konstitusi, serta doktrin dan literatur hukum yang relevan. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa secara normatif larangan rangkap jabatan Wakil Menteri
sebagai Dewan Komisaris BUMN telah ditegaskan melalui berbagai regulasi,
khususnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XXIII/2025 dan
perubahan Undang-Undang BUMN. Meskipun demikian, pemberian masa transisi
dalam penerapan larangan tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum
serta membuka ruang terjadinya konflik kepentingan yang dapat menghambat
penerapan prinsip Good Corporate Governance. Oleh karena itu, diperlukan
konsistensi dan ketegasan dalam implementasi regulasi guna menjamin kepastian
hukum dan mewujudkan tata kelola BUMN yang profesional, independen, dan
akuntabel.

Kata Kunci: kepastian hukum, konflik kepentingan, tata kelola perusahaan,
pejabat publik.
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